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Bahwa berdasarkan Pasal2 ayat (2) hurufh Peraturan Pemerintah
Nomr 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pengujian Kendaraan
Bermotor merupakan Objek retribusi yang termasuk golongan
Retribusi Jasa Umum:;

Bahwa sehubungan dengan butuir a tersebut diatas, maka Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Lampung Nomor 4 Tahun 1990
juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Lampung Nomor 9
Tahun 1976 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam
Propinsi Daerah Tingkat | Lampung, dipandang perlu disesuaikan
dengan Peraturan Daerah dimaksud dan peraturan pelaksanaannya;
Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688);

Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (
Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubil Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
kepada Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat Il (Lembaran Negara
Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah N omor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden;

Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 22 Tahun 1990
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat II;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Daerah Tingkat | dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat Il;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Jalan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerabh;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang
Komponen penetapan tarif Retribusi;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Lampung Nomor 11
Tahun Menetapkan 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat | Lampung.



Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a.

b
C.
d

Daerah adalah Propinsi Lampung;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi lampung;

Gubemur adalah Gubemur Propinsi Lampung;

Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi
lampung;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkuta Jalan
Propinsi Lampung;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang Daerah yang
berlaku.

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lalu
Lintas dan Angkuta Jalan Propinsi Lampung, yang melakukan
sebagian tugas operasional Dinas dibidang Pengujian Kendaraan
Bermotor.

Penguji adalah setiap tenaga uji yang memenuhi kualifikasi teknis
tertentu, yang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih
dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi.

Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang
termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan
bermotor untuk penumpang dan untuk barang, yang penggunaannya

untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.



aa.

Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkat barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu
sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Kereta tempelen adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian
bebannya ditumpu oleh kendaraan peneariknya.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan
untuk dipergunakan oleh umumdengan dipungut bayaran.

Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis
mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, dan kendaraan
khusus serta kereta gandengan dan kereta tempelan yang
dioperasikan di jalan.

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguiji
dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.

Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan
secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji.

Uji ulang adalah pengujian kembali motor yang tidak lulus uji.

Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku
yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap
kendaraan wajib uiji.

Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan
plat logam yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala
yang ditempelkan/dilekatkan pada plat tanda nomor kendaraan.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha
Tetap serta Bentuk Badan U saha lainnya,;

Retribusi jasa adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat
disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pengujian
kendraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau
menguasai kendaraan bermotor yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi.

Masa retribusi adalah jangka waktu tetentu yang merupakan jangka

waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi
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untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah.
Surat pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SPdAORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi
untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan
perundang -undangan retribusi Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD
Surat Ketetapan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang
terutang;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapen Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD
adalah surat untuk melekukan tagihan retribusi atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda,;
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai N egeri
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SOBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi

sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.



